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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangka
n 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
x 
 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain ̒ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun . Jika ia terletak di tengah atau di akhir , maka ditulis dengan 
tanda  ( ̓ ). 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
xi 
 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَا fatḥah A A 
 اِا Kasrah I I 
 اُا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَ  fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i 
 اَو fatḥah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 اَ … /  اَا 
…. 
Fatḥah dan alif atau 
yā̓̓ 
Ā a dan garis di 
atas 
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  Kasrah dan yā Ī i dan garis di 
atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
 
ت ام : māta 
ًمر : ramā 
ميق : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
xiii 
 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabbanā 
اىيجو : najjainā 
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يهع : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 
يبرع : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا (alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
xiv 
 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
xv 
 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
مهههنا ةمحر يف  hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 
xvi 
 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta‟ālā 
saw.  : ṣallallāhu „alaihi wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
 
Nama : Nurasma Hudong 
NIM : 10400113022 
Judul  : PEMALSUAN IDENTITAS DATA DIRI ANAK DI BAWAH UMUR 
DALAM PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus 
Desa Ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo) 
  
Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu apa yang 
menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas data diri anak di bawah dalam 
perkawinan di masyarakat, Pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam submasalah 
yaitu yaitu 1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan identitas 
data diri anak di bawah umur dalam perkawinan, 2. Bagaimana pandangan 
masyarakat tentang pemalsuan identitas data diri anak dibawah umur tersebut dan 3. 
Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan identitas tersebut, 4. Bagaimanakah 
solusi agar tidak terjadinya pemalsuan identitas pada anak di bawah umur dalam 
Perkawinan. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 
Kualitatif Dekskriftif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tekhnik 
wawancara terhadap pihak-pihak yang melakukan pemalsuan atau pengubahan 
identitas agar mempermudah melangsungkan sebuah perkawinan  anak yang masih di 
bawah umur dengan mengubah identitasnya berupa kk,ktp dan akta kelahiran. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa alasan terjadinya 
pemalsuan identitas data diri anak di bawah umur dalam perkawinan tanpa melalui 
proses pengadilan, di sebabkan karena beberapa hal yaitu kurangnya kemampuan 
masyarakat dalam hal ekonomi untuk melakukan dispensasi kawin. Karena untuk 
berpengadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan adanya pihak yang 
berperan untuk bersedia mengurus segala dokumem atau berkas dalam 
melangsungkan sebuah perkawinan, karena sebahagian masyarakt tidak tau menahu 
tentang seluk beluk dalam melakukan kepengurusan dokumen atau berkas dan adanya 
hubungan antar pihak ke kantor desa dan dukcapil sehingga dalam mengubah data 
anak yang akan dikawinkan mudah untuk dilakukan. Serta kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang usia ideal untuk kawin dan dampak dari perkawinan di bawah 
umur tersebut sehingga masih sering terjadi praktek pemalsuan di masyarakat.  
Adapun implikasi penelitian ini yaitu peneliti berharap dalam praktek 
pemalsuan identitas data diri anak di bawah umur dalam perkawinan menjadi 
perhatian bagi pemerintah terkhususnya bagi KUA dalam menerima data calon 
mempelai dan Perlunya sosialisasi hukum dari pihak KUA kepada masyarakat 
setempat tentang perkawinan di bawah umur dan usia kawin yang ideal serta 
bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari pemalsuan identitas tersebut karena 
sebahagian masyarakat tidak mengetahui tata cara atau atura-aturan dalam 
mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa 
kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari ketiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan 
dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting 
adalah perkawinan,karena perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan 
yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. 
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan 
seorang perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhahan yang Maha Esa.
1
 Melangsungkan 
perkawinan ialah utnuk saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan untuk 
mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. 
2 
Perkawinan juga merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi 
kebutuhan lahiriah maupun batiniah, kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh 
naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah dan bersifat biologis. 
Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk 
hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang, perkawinan dianggap sebagai 
sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan. sehingga 
perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan 
dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan dari pihak yang melangsungkan 
pernikahan tersebut. 
                                                          
1
 Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Cet. I; Makassar: Alauddin University 
Press, 2012),  h. 30. 
2
 Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 12. 
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Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan 
perempuan bersuami isteri, dalam bahasa indonesia perkawinan berasal dari kata 
“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuik keluarga dengan lawan jenis, 
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga 
“pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa ialah mengumpulkan, 
saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Nikah juga bisa diartikan 
suatu akad yang menghalakan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang 
bukan muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya
3
.
 
Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan,yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya
4
, sesuai dengan bunyi pasal 2 undang-undang 
nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia 
sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan. Jadi perkawinan 
tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang 
telah ditentukan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam.  
 Dalam Islam perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat untuk 
menyatukan lelaki dengan perempuan  dalam perkawinan sebagai wadah keluarga 
yang penuh ketentraman dan kasih sayang, dan perkawinan merupakan salah satu 
perintah agama kepada yang mampu utnuk segera melakukannya
5
. Oleh karenanya 
                                                          
3
 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010),  h. 2. 
4
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),  h. 56. 
5
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 69. 
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dalam melakukan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan. Karena dalam 
perkawinan akan muncul berbagai masalah yang dihadapi setiap pasangan, tentu saja 
hal ini memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan 
permasalahan. Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah 
penting ketimbang persiapan fisik, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah 
sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh 
menurut hukum Islam mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan terkadang 
kejam belum lagi menghadapi menghadapi tingkah laku suami isteri yang terkadang 
tidak sesuai dengan keinginan masing-masing, maka untuk menghadapi 
permasalahan ini, diperlukan kesiapan mental yang dapat ditunjukkan dengan sebuah 
kedewasaan cara berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah.  
Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup 
bersamaan diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa 
rahmah) . firman allah dalm Q.S Ar-Rum/30:21 
                                 
            
Terjemahnya 
“diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah diciptakan untuk kamu jodoh 
dari jenis kamu sendiri,  supaya kamu menemukan ketentraman (sakinah) 
pada jodoh itu dan diadijadikan antara kamu rasa kasih dan sayang 
(mawaddah wa rahmah)”6 
 Sehubungan dengan ayat tersebut di atas, maka untuk mencapai tujuan 
tersebut, tentunya memerlukan kematangan didalam rumah tangga hingga 
                                                          
6
 Kementrian  Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 
2004), h. 406. 
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kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman itu dapat terwujud dan penentuan batas 
minimum usia dalam perkawinan sangat penting karena secara tidak langsung 
mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. 
Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 memberikan batasan usia 
perkawinan seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan 
jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kemudian dalam 
pasal 22 disebutkan bahwa, perkawinan yang dilaksanakan dimana salah satu pihak 
atau kedua belah pihak masih di bawah umur, maka perkawinan dapat dibatalkan. 
Namun demikian, dalam keadaan tertentu Undang- Undang perkawinan memberikan 
jalan keluar yakni apabila perkawinan yang demikian tidak dapat dielakkan lagi maka 
perkawinan dapat dilangsungkan setelah yang bersangkutan memperoleh dispensasi 
dari pejabat yang ditunjuk. 
Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang saleh dan saleha yang taat 
pada Allah SWT dan orang tua
7
, dibalik keceriaan dan kelucuan sang anak, 
sesungguhnya dia membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua. Begitu pula 
orang tua, segala yang terbaik ingin diberikan sebagai tanda cinta bagi sang buah hati, 
karena sibuah hati bagai tak ternilai harganya. Namun masih sering orang tua 
mengabaikan persiapan kematangan fisik dan jiwa anak didalam memasuki rumah 
tangga baru, sehingga yang sering terjadi dalam perkawinan terancam dengan suatu 
keretakan. Tak tanggung- tanggung orang tua akan menjodohkan dan melakukan 
segala cara untuk mewujudkan pernikahan anaknya meskipun anak tersebut masih 
                                                          
7
 Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga  Sakinah Mawaddah Warahmah (Makassar: Alauddin 
University Press, 2013),  h. 187. 
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dibawah umur dengan cara memalsukan identitas data diri anak tasnpa memikirkan 
konsekuensi yang mereka akan hadapi. 
Identitas merupakan jati diri yang terdapat pada setiap individu tetapi dengan 
adanya pemalsuan identitas seseorang dapat memalsukan data diri mereka untuk 
suatu kepentingan,  terlebih lagi dalam memalsukan data diri anak di bawah umur 
untuk melakukan suatu perkawinan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah 
dalam masyarakat agar perkawinan anak mereka tidak menjadi kendala dikemudian 
hari dalam masalah umur. Pemalsuan identitas data diri anak di bawah umur dalam 
pernikahan sudah menjadi hal yang turun temurun yang setiap tahunnya, alasan 
karena perjodohan dan takut karena pergaulan bebas yang dipilih para orang tua  
untuk secepatnya mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur yang sering 
terjadi di Indonesia terkhususnya di Desa Ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo karena 
perkawinan seharusnya dilaksankan dengan dasar cinta dan umur yang matang dan 
tidak berdampak negatif dikemudian hari. Karena dalam suatu ikatan perkawinan 
sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita yang 
mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas yaitu kesukarelaan, kebebasan 
memilih dan persetujuan kedua belah pihak
8
, Maka hakikat rukun nikah adalah 
persetujuan antara kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak 
untuk saling mengikatkan diri 
9
. 
Hal ini menjadi sebuah penomena yang menarik bagi penulis untuk diteliti 
secara elaborative, berdasarkan permasalahan tersebut penulis memutuskan untuk 
                                                          
8
 Muhammad Daud Ali,  Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 139. 
9
  M. Anshary,  Hukum Perkawinan di Indonesia  (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
h. 15. 
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menulis skripsi dengan judul: “Pemalsuan Identitas Data Diri Anak di Bawah Umur 
dalam Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Desa Ongkoe Kec. Belawa 
Kab. Wajo). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis mengajukan pokok 
permasalahan tentang Pemalsuan Identitas data diri anak di bawah umur dalam 
perkawinan dan akibat hukumnya, maka dapat dirumuskan sub-sub masalalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pemalsuan identitas data diri 
anak di bawah umur tersebut? 
2. Faktor-Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan identitas 
data diri anak di bawah umur dalam perkawinan? 
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan identitas tersebut? 
4. Bagaimanakah solusi agar tidak terjadinya pemalsuan identitas pada anak 
di bawah umur dalam perkawinan? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada pemalsuan identitas 
data diri anak di bawah umur dalam perkawinan dan akibat hukumnya di Desa 
Ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo. 
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2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian dari uraian sebelumnya, penelitian ini menjelaskan 
tentang pemalsuan identitas data diri anak di bawah umur dalam perkawinan dan 
akibat hukumnya di Desa Ongkoe Kec.Belawa kab. Wajo.  
Pemalsuan identitas data diri anak di bawah umur dalam perkawinan yang 
berarti perkawinan yang belum mencapai umur dewasa untuk melangsungkan sebuah 
perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. 
yang dimaksud disini ialah anak yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak sesuai 
dengan data mereka atau dengan kata lain memalsukan data diri untuk mendapatkan 
kesesuain umur yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni umur yang 
belum cukup di palsukan ke umur 17 sampai 20 tahun. 
Yang penulis maksudkan dengan pemalsuan identitas adalah melakukan 
perbuatan mengubah umur yang sebenarnya agar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada sebagai syarat diizinkannya menikah. Misalnya seorang 
perempuan yang sebenarnya berumur 12 tahun dipalsukan umurnya menjadi 17 
tahun, Pada usia 12 tahun seorang perempuan belum diizinkan untuk menikah. Dan 
setelah merubah umur tersebut menjadi 17 tahun maka diizinkan untuk menikah. 
Karena ketentuan yang ada adalah perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita 
sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (pasal 
7 ayat 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974). 
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Dari adanya pemalsuan identitas tersebut akan dikenakan akibat hukum. 
akibat hukum adalah akibat suatau tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu 
akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang telah diatur oleh hukum. 
D. Kajian Pustaka 
 Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pemalsuan identitas data 
diri anak di bawah umur, agar nantinya  pembahasan ini fokus pada pokok kajian 
maka peneliti dilengkapi dengan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut: 
1. M. Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul Indahnya Pernikahan Dini, 
mengemukakan bahwa menyegarakan pernikahan merupakan perkara yang 
baik dan penuh kemaslahatan, tetapi tergesah-gesah dalam menikah dapat 
menimbulkan keburukan.  
2. Muhammad Saleh Ridwan dalam bukunya yang berjudul Keluarga Sakinah 
Mawaddah Warahmah mengemukakan bahwa dalam suatu perkawinan hal 
yang paling utama untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah 
ialah dimulai dengan pengembangan karakter anak yang dimulai dari 
keluarga. Dan dalam buku ini membahas tentang cara untuk membentuk 
keluarga yang baik sesuai dengan syarta-syarat yang telah ditetapkan. 
3. Tahir Maloko dalam bukunya yang berjudul Dinamika Hukum dalam 
Perkawinan mengemukakan bahwa dalam menjalin sebuah ikatan 
perkawinan harus berlandaskan kepada syarat dan rukun dalam perkawinan 
agar tercapai perkawinan yang sesuai dengan Tuhan yang maha Esa. 
4. Sabri Samin dan Andi narmaya Aroeng dalam bukunya yang berjudul Fikih 
II  mengemukakan bahwa perkawinan merupakan akad yang menghalalkan 
pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya 
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yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam buku ini 
terdiri beberapa dasar hukum dalam Al-qur’an tentang perkawinan dan 
pendapat beberapa Imam Mazhab. 
Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang 
sama tetapi terdapat sedikit pembahasan yang sama. Penelitian ini mengambil 
pembahasan yang berbeda mengenai pandangan masyarakat tentang pemalsuan 
identitas data diri anak di bawah umur dalam perkawinan dan akibat hukumnya, Hal 
inilah yang salah satu membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian 
sebelumnya.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Penelitian dalam rangka menulis proposal ini, mempunyai tujuan yang 
hendak dicapai, sehimgga peneltian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai 
sasarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 
a. Mengetahui faktor- faktor yang melatarbelakangi pemalsuan identitas data diri 
anak di bawah umur dalam perkawinan  
b. Mengetahui pandangan masyarakat tentang pemalsuan identitas data diri anak 
di bawah umur dalam perkawinan 
c. Mengetahui akibat hukum dengan adanya pemalsuan identitas terkait anak di 
bawah umur dalam perkawinan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi praktis 
maupun dari segi teoritis: 
a. Kegunaan Teoritis 
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Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan dibidang hukum yang berlaku di indonesia pada khususnya dan 
Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan bagi pemerintah terutama bagi Lembaga pencacatan 
sipil agar sekiranya lebih jelih dalam melihat adanya pemalsuan identitas data 
diri anak di bawah umur dalam pembuatan surat-surat atau kartu tanda 
penduduk. 
b. Kegunaan Praktis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum 
dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam usaha penelitian ini dan 
kurangnya pemalsuan identitas data diri anak di bawah umur dalam 
perkawinan sehingga mengurangi praktik perkawinan yang disebabkan 
dengan alasan pemalsuan identitas dalam perkawinan, serta untuk 
memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai usia 
nikah dalam perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan 
mengetahui akibat hukum dari pemalsuan identitas data diri anak di bawah 
yang dilakukan dengan sengaja. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perkawinan 
1.  Pengertian Perkawinan 
Perkawinan secara etimologi yaitu persetubuhan adapula yang 
mengartikannya sebagai perjanjian,  sedangkan secara terminologi menurut Abu 
Hanifah perkawinan ialah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari 
seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.
1
 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin 
antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan 
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhahan yang 
Maha Esa. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena 
negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan 
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga 
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur 
batin/rohani Dan dalam Kompilasi Hukum islam menegaskan bahwa perkawinan 
adalah akad yang sangat kaat (Mistaqan Ghalidzhan) untuk menaati perintah Allah 
SWT, dan melaksanakannya merupakan Ibadah
2
. Perkawinan dapat dilihat dari tiga 
unsur yaitu: 
 
                                                          
1
 M Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam ( Cet I; Jakarta: Prenada 
Media, 2003) h. 11. 
2
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),  h. 69. 
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a. Perkawinan dilihat dari Segi Hukum. 
Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-
Qur’an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat 
kuat, disebutkan dengan kata-kata “Mitssaqan Ghaaliizhan”. 
b. Perkawinan dilihat dari segi sosial. 
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah 
bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari 
mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, 
wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran 
Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak 
empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu. 
c. Perkawinan dilihat dari segi Agama. 
Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat 
penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara 
perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi 
pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.
3
 
Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, 
sebagai sesuatu yang paling baik dipilih Allah SWT untuk berkembang biak dan 
melestariak hidupnya. 
Namun Allah tidak mau menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang 
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antar jantang dan betina tanpa  
aturan. Untuk menjaga kehormatan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai 
                                                          
3
 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 16.  
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dengan kehormatan dan naluri  manusia, melalui ijab dan qobul sebagai lambang 
adanya salin ridha yang dihadiri sejumlah saksi. Itulah yang kemudian disebut 
dengan perkawinan.  
Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak dan 
mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi 
kehidupannya di Alam.
4
 Perkawinan bagi manusia sebagaiaman makhluk hidup 
lainnya adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak, 
berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan 
melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 
Perkawinan dalam islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak 
keperdataan biasa, akan tetapi ia mempuyai nilai ibadah. Maka, sangat tepat jika 
kompilasi menegaskannya sebagai akad yag sangat kuat (miitsaqan gholiidzhan) 
untuk menaati perintah Allah swt, dan melaksanakan ya merupakan ibadah. Dalam 
firman Allah swt QS. Adz Dzariyaat/51:49 
                  
Terjemahnya : 
“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah”5 
 
                                                          
4
 Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam (Cet. I; 
Makassar: Aluddin University Press, 2011), h. 123. 
5
 Dapartemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 
2004), h.471. 
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Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk 
segera melaksanakaanya. Karena dengan perkawinan ,dapat mengurangi maksiat 
penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu , bagi mereka yang 
berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan 
belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa , diharapkan dapat membentengi 
diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan 
Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan dimana satu 
sama lain membutuhkan , karena manusia memiliki potensi dan motivasi beragam 
yang menggambarkan bahwa dalam hal melakukan perkawinanpun manusia juga 
memiliki argumentasi yang berbeda-beda. Perbedaan motivasi dan argumentasi 
tersebut karena berdasarkan macam hirarki kebutuhan seperti: 
1) Hirarki Fisiologis yaitu penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual 
yang sah dan normal. 
2)  Kebutuhan Fsikologis yaitu rasa ingin mendapatkan perlindungan, kasih 
saying, ingin merasa aman dam dihargai. 
3)  Kebutuhan Sosial yaitu memenuhi tugas social dalam suatu adat keluarga 
yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikah merupakan cermin dari 
kematangan social. 
4) Kebutuhaan Religi yaitu dengan melaksanakan dari kematangan sosial. 6 
                                                          
6 Andi Syaraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah (Makassar: Alauddin Univesrsity Press, 2013), 
h. 47. 
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Dengan demikian tujuan perkawinan menurut islam adalah tersalurnya naluri 
seks kedua ingsan yang berlainan jenis secara sah, sehingga keduanya dapat 
melestarikan kehidupanya, Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan/25: 74. 
                        
         
Terjemahnya : 
“ orang yang berkata: ”Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri 
dan keturunan kami sebagai penyenan hati (kami) dan jadikanlah kami imam 
bagi orang-orang yang bertakwa.”7 
Menurut A.A.A Fyzee “perkawinan adalah perjanjian untuk mensahkan 
hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan” 8 . dan menurut Sayyid sabiq 
Perkawinan adalah salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, 
baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan 
9
 . sedangkan perkawinan 
menurut Hukum islam adalah suatu akad atau perikatan utnuk menghalalkan 
hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 
kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dan 
cara yang di ridhai Allah. Sedangkan menurut Dr. Anwar Haryono, SH Perkawinan 
                                                          
7
 Kementrian  Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 
2004), h. 331. 
8
 Anwar Harjono,  Hukum Islam Keluasan dan Keadilan  (Jakarta: Bulan Bintang, 1968),  h. 
220. 
9
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003),  h. 10. 
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adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita 
membentuk keluarga bahagia.
10
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang 
laki laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta 
menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. 
Dalam memasuki dunia baru dalam pasangan baru, atau lebih dikenal dengan 
pengantin baru memang merupakan suatu yang membahagiakan. Tetapi bukan 
berarti tanpa ada kesulitan, dari pertama melangkah ke pelaminan semuanya sudah 
akan terasa lain. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman, saudara untuk 
kemudian mencoba hidup bersama orang yang mungkin belum pernah kenal 
sebelumnya. Semua ini memerluka kesiapan khusus agar tidak terjebak dalam 
sebuah dilema rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian 
hari. 
Di antara persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan baru yang akan 
mengarungi bahtera rumah tangga: 
1. Usia Perkawinan 
 Usia perkawinan khusunya untuk perempuan secara tegas tidak disebutkan 
dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi, sehingga anak perempuan pada usia dimana 
mereka belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan maka nikahnya sah. 
                                                          
10
 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan 
Agama dan Zakat menurut Hukum Islam (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h 45. 
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Namun para ulama modern memandang perlu memberikan batasan minimal usia 
perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan, nikah dibawah umur yang menjadi 
fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara fiqh di pandang sah tanpa 
mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi.  
 Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang 
perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Penelitian 
yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
Perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur dimana organ reproduksi 
belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi misalnya 
pendarahan terus menerus, keputuhan, infeksi, keguguran dan kemandulan.
11
 Usia 
ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah 
sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni di umur 21 tahun, dimana ibu 
dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati 
dengan berbagai masalahnya. 
2. Persiapan Mental 
 Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa dibawah naungan 
perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap psikolgis, sehingga diperlukan 
persiapan mental dalam menyandang status baru sebagai ayah dan ibu. Rumah tangga 
merupakan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan persiapan dan bekal yang 
cukup. Kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan 
ketahana dalam menghadapi masalah-masalah yang yang muncul dalam kehidupan 
rumah tangga. Sering terjadi dimasyarakat menikah tanpa adanya kesiapan mental, 
                                                          
11
 Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, h. 48. 
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meskipun secara finansial telah mencukupi tetapi hal tersebut belum menjamin akan 
harmonisnya rumah tangga yang akan dibina. 
 Kematangan mental biasanya tidak mengikuti kematangan usia kronologi, 
namun biasanya semakin bertambahnya usia seseorang maka semakani pula 
bertambah kematangan mental, emosional maupun spritural. untuk itu kesiapan 
mental menjadi sangat penting, untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan 
kapan seseorang akan siap untuk menikah. 
3. Mengenali Calon Pasangan 
 Menikah dapat diartiakn sebagai bersatunya dua pribadi yang berbeda hal 
tersebut akan menjadi sebuah konsekuensi dengan banyaknya perbedaan yang 
muncul, satu hal yang kurang disadari oleh orang-orang yang menikah adalah bahwa 
bersatunya dua pribadi bukanlah persoalan yang sederhana. Setiap orang mempunyai 
sejarahnya masing-masing dan punya latar belakang yang sering kali sangat jauh 
berbeda. Seperti Hadits dibawah ini: 
 هىع الله يضز َةَسْيَسُه ِيَبأ ْهَع(  ًَةأَسِْما َج َّوََزح ٍمُجَِسن َلَاق مهسو هيهع الله ىهص َِّيبَّىَنا ََّنأ : َثْسََظَوأ
 اَهَْيِنإ ? َلَاق : َلَ . َلَاق : اَهَْيِنإ ُْسظْوَاف ْبَهِْذا)12 
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah 
bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: "Apakah 
engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan 
lihatlah dia." (HR Muslim). 
                                                          
12
  Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi Al-Narsburi,  Sahih Muslim (Beirut: Dar 
Ihya Al-Taurats Hadits No. 1424), h. 1040 
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 Maka dari itu perlunya penyesuaian- penyesuaian untuk mengenal lebih jauh 
terhadap pasangan, segala kekurangan dan kelebihan perlu dipahami agar dapat 
menentukan bagaimana harus bersikap karena dalam kehidupan rumah tangga adalah 
saling melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga tercipta keharmonisan. 
4. Adaptasi Lingkungan  
 Lingkungan keluarga harus mejadi suatu kesiapan dalam menerima keluarga 
dari pasangan dan masyarakat sekitarnya, karena hakikat dari sebuah perkawinan 
bukan perkawinan antara dua orang yang berpasangan sebagai suami isteri tetapi 
lebih luas lagi antara keluarganya dengan keluarga pasangannya dan segala sesuatu 
untuk meciptakan lingkungan keluarga yang baik. 
5. Menciptakan Suasana Islami 
 Suasan islami ini dapat dibentuk melalui penataan ruang, gerak, dan tingkah 
laku keseharian hal itu akan membentuk suasan Islami, Sakinah, Mawaddah, dan Wa 
rahma. untuk itu suasana islami harus direncanakan sebelum memasuki rumah tangga 
dengan cara membangun komitmen bersama, membiasakan dalam komunikasi, relasi 
sebelum menikah. Sering terjadi untuk persiapan menuju ke jenjang perkawinan 
seseorang kurang memperhatikan suasana islam, lebih suka mengikuti kebiasaan 
yang kurang sesuai dengan nilai-nilai islami. Seperti dalam hadits riwayat Bhulugul 
Maram dibawah ini: 
20 
 
 
 
 َلَاق مهسو هيهع الله ىهص ِِّيبَّىنا ِهَع هىع الله يضز َةَسْيَسُه ِيَبأ ْهَعَو :(  ٍَعبَْزِلِ َُةأْسَمَْنا ُحَكُْىح :
 اَِهناَِمن , اَِهبَسَِحنَو , اَِهناَمَِجنَو , اَِهىيِِدنَو , َكاََدي َْجبَِسح ِهي ِّدَنا ِثاَِرب َْسفْظَاف)   ِتَِّيَقب َعَم ِهَْيهَع ٌَقفَّخُم
 ِت َْب َّسَنا.
13
 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, 
keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat 
beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima. 
 Hadits diatas menjelaskan bahwa landasan dan tolak ukur yang digunakan 
dalam memilih calon suami adalah keimanan, ketaatan dalam menjalankan tuntutan 
agama,
14
 penghormatan nilai-nilai keislaman, kepemilikan rasa tanggung jawab 
dalam mengemban amanah Tuhan dan yang terpenting adalah berjuang dan mati di 
jalan Allah. Adapun hak dan Kewajiban Suami Isteri yang ditegaskan dalam Al-
Qur’an dan Hadits yaitu pergaulan hidup bersama suami isteri yang baik dan tentram 
dengan rasa cinta mencintai dan salin santun menyantun, menjaga rahasia masing-
masing,Kepala Keluarga.
15
 
2. Dasar Hukum Perkawinan 
 Hukum perkawinan ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut: 
                                                          
13
  Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusairi Al-Narsburi,  Sahih Muslim, Hadits No. 
1466, h. 1086. 
14
 Ali Qaimi, Menggapai Langit Masa Depan Anak (Cet. I; Bogor: Cahaya, 2002), h. 361. 
15
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet V; Jakarta: Universitas Indonesia (UI 
Press), 1986), H. 73. 
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a. Wajib, bagi orang yang mempunyai kemauan untuk menikah tidak dapat 
menahan nafsunya terhadap wanita dan ia mampu menikah. 
b. Sunnah, terhadap orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
melangsungkan perkawinan sedang ia tak khawatir jatuh pada perzinahan. 
c. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah,akan tetapi 
apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila 
melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. 
d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 
perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga 
tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. 
e. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai 
kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban 
dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan 
terlantarlah isteri dan anaknya. 
16
 
3. Tujuan dan Prinsip Perkawinan 
Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk 
agama islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 
bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, 
sejahtera artinya terciptanya kenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya 
keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih 
                                                          
16
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 79. 
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sayang antara anggota keluarga.karena pernikahan tidak cukup hanya dengan ikatan 
lahir atau batin, melainkan harus keduanya.
17
 
Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu 
mendapat pemenuhan
18
. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain 
keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan 
kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. 
Sehingga jika diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah 
memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.
19
 
Menurut Imam Al-Gazali, tujuan perkawinan yaitu: 
1. Mendapat dan melangsungkan keturunan. 
2. Memenuhi hajat untuk manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 
menumpahkan kasih sayangnya, 
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, 
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 
kewajiban, juga bersungguh-sunguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 
halal. 
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan 
dasar cinta dan kasih sayang. 
Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 
adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 
                                                          
17
 Atiqah Hamid, Fiqh Wanita (Cet.I; Yogyakarta: Diva Press, 2016), h. 82. 
18
 Abdul Rahman Ghazali,  Fiqih Munakahat  (Jakarta: Kencana, 2003),  h. 22. 
19
 Abdul Rahman Ghazali,  Fiqih Munakahat,  h. 23. 
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yang maha esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan bertujuan 
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 
warahmah. Dalam surah An-Nisa/ 4: 9 yang berbunyi: 
 
                            
         
 
Terjemahnya: 
“Dan Hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar”20 
Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan 
bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang 
diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan 
kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya 
usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan 
tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan 
kasih dan sayang.  
Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum 
masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat 
berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi 
liku-liku dan badai rumah tangga. 
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 Kementrian  Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 
2004), h. 406. 
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Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 
adalah sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan 
segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan 
untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi 
keduanya yang disesuaikan dengan ketuhanan yang maha esa. Selain itu diharapkan 
rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan 
tidak akan terjadi. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi 
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material. 
Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut : 
a. Menghalalkan hubunagn kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 
c. Memperoleh keturunan yang sah.
21
 
Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah 
perkawinan kepada lima hal, yaitu:  
 Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Memperoleh anak dalam 
perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan yaitu, 
kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). 
Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk 
memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri 
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 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, h. 27. 
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yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan 
terasa sepi dan hampa. Biar pun keadaan rumah tangga mereka serba 
berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi 
kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. 
 Memenuhi naluri tuntunan naluriah hidup kemanusiaan Tuhan menciptakan 
manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenias kelamin laki-laki 
dan perempuan sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling 
mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberanian 
atau seksual. Sifat keberanian yang biasanya didapati pada diri manusia baik laki-
laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan. Memelihara 
manusia dari kejahatan dan kerusakan Salah satu faktor yang menyebabkan 
manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dari kerusakan ialah adalah 
pengaruh hawa nafsu seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk 
memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki, maupun wanita 
akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian 
besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang 
dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan 
dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu. 
 Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menajdi basis pertama dari 
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Satu-satunya alat 
untuk memperoleh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara 
laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah 
kedua belah pihak yang melakukan ikatan itu berusaha membentuk rumah tangga 
yang bahagia. 
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 Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan 
memperbesar rasa tanggung jawab. Sebelum melakukan perkawinan pada 
umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. 
Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumh 
tangga mereka mulai menyaadri akan tanggung jawab di dalam mengemudikan 
rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara 
mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya 
si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam 
rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktifitas kedua belah 
pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang istri lebih 
giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang 
damai dan bahagia. Di dalam ajaran Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga 
dan mempunyai kewajiban untuk membelanjai istri dan anak-anaknya. 
Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan yaitu: 
1.Memenuhi dan melaksanaknan perintah agama, 
2.Kerelaan dan persetujuan. 
3.Kebebasan memilih jodoh. 
4.Saling melengkapi dan melindungi. 
5.Memperlakukan isteri dengan baik.
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4. Syarat dan Rukun Sahnya Perkawinan  
Dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, syarat 
sahnya perkawinan adalah yaitu: 
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 Abdul Rahman Ghazali,  Fiqih Munakahat,  h. 32. 
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1. Perkawinan harus didasarkan pada kedua calon mempelai 
a. Syarat-syarat Materiil 
 Adapun syarat Materil Secara umum yaitu: 
 Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti 
persetujuan yaitu tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai 
perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang 
bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai 
adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga. 
 Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 
tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun. 
 Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain. 
Adapun Syarat materil secara khusus, yaitu : 
 Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur undang-undang No 1 
Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara 
dua orang yaitu : Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau 
ke atas, Hubungan darah garis keturunan ke samping, Hubungan semenda, 
Hubungan susuan, Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi, 
Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang 
kawin,telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing 
agama dan kepercayaan tidak menentukan lain. 
b. Syarat-syarat Formil 
 Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepadapegawai 
pencatat  perkawinan. 
 Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. 
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 Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-
masing. 
  Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. 
2. Untuk melangsungkan pernikahan sesorang yang belum mencapai umur 21 tahun 
harus mendapat izin dari kedua orang tua.   
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka isin yang dimaksud (2) 
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya,maka izin diperoleh drai wali,orang yang 
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan garis lurus keatas selama mereka amasih hidup,dan dalam keadaan 
dapat menyatakan kehendaknya
23
. 
Rukun perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dan terpenuhi dalam 
sebuah perkawinan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut 
tidak sah. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada empat diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. Calon Mempelai Laki-Laki dan Perempuan. 
 Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua calong mempelai yang 
akan melangsungkan perkawinan yaitu: 
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a. Syarat Mempelai Laki-Laki  
1. Kehendak sendiri. 
2. Sudah cakap (sudah mencapai umur). 
3. Tidak dalam keadaan ihrom. 
4. Mengetahui kondisi dan status mempelai perempuan. 
5. Statusnya jelas ( laki-laki). 
b. Syarat Mempelai Perempuan.24 
1. Kehendak sendiri. 
2. Sudah cakap (sudah mencapai umur). 
3. Tidak dalam keadan ihrom. 
4. Tidak dalam status istri. 
5. Tidak dalam masa iddah. 
6. Statusnya jelas (perempuan). 
2.Wali 
 Wali adalah  salasaturukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima dan 
tidak sah pernikahan tanpa ada wali. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 19 
menyatakan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 
 Wali merupakan orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah 
antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin 
perempuan. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh, berakal, merdeka, 
laki-laki, islam, adil dan tidak sedang ihram atau umrah.  
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 Thahir  Maloko,  Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University 
Press, 2012), h. 21. 
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Wali nikah ada tiga jenis yaitu wali mujbir, wali nasab dan wali hakim. Wali 
mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan 
yang akan menikah. Mereka yang termasuk wali mujbir adalah ayah dan seterusnya 
ke atas menurut garis patrilinear. Sedangkan wali nasab adalah wali nikah yang 
memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan.wali nasab adalah 
saudara laki-laki sekandung, sebapak, paman beserta keturunannya menurut garis 
patrilinear (laki-laki). Dan yang terakhir wali hakim adalah wali yang ditunjuk 
dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali nikah termasuk salah 
satu syarat dan rukun nikah. 
  Adapun syarat-syarat wali yaitu:
25
 
a. Beragama Islam. 
b.  Cakap (sudah balig). 
c. Berakal sehat. 
d. Merdeka (Bukan budak). 
e. Laki-laki. 
f.  Adil. 
g. Sedang tidak melakukan ihrom. 
Adapun  yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut: 
1.      Bapak. 
2.      Kakek dari jalur Bapak. 
3.      Saudara laki-laki kandung. 
4.      Saudara laki-laki tunggal bapak. 
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 Sabri  Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fiqih II (Makassar: Andalusia Press, 2010),  h. 
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5.      Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung). 
6.      Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki bapak). 
7.      Paman dari jalur bapak. 
8.      Sepupu laki-laki anak paman. 
9.      Hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab). 
 Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud 
adalah wali di atas maka alternatif  lainya adalah pemerintah atau wali hakim. 
3. Saksi 
 Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Malik sepakat bahwa saksi 
termasuk syarat dari beberapa syarat sahnya nikah dan ulama’ jumhur berpendapat 
bahwa pernikahan tidak dilakukan kecuali dengan jelas dalam pengucapan ijab dan 
qabul dan tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan saksi-saksi hadir langsung dalam 
pernikahan agar mengumumkan atau memberitahukan kepada orang banyak. 
 Kompilasi hukum islam (KHI) menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi 
dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi harus hadir dan 
menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu 
ditempat akad nikah dilangsungkan. Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi  yaitu: 
a. Beragama Islam. 
b. Baligh . 
c. Berakal. 
d. Mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul. 
e. Dua orang laki-laki atau 4 orang perempuan. 
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f. Adil.26 
Adanya dua orang saksi dan menjadi syarat-syarat menjadi saksi termasuk 
salah satu rukun dan syarat perkawinan. 
4. Ijab Qabul 
Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin 
perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari 
perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki 
sebagai suami sah. Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu 
susunan kata-kata yang jelas. Misalnya ijab wali perempuan: “saya nikahakan engkau 
dengan anak saya bernama . . .”. sedangkan Kabul adalah pernyataan penerimaan dari 
calon pengantin laki-laki atas ijab wali calon pengantin perempuan. Bentuk 
pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas  yang 
memberikan pengertian bahwa laki-lakitersebut menerima atas ijab wali perempuan 
seperti: “saya terimah nikahnya. . . binti. . .dengan maskawin. . . (tunai atau. . .). Ijab 
Kabul itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun 
perkawinan. 
Adapun syarat-syarat ijab qabul yaitu: 
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
3. Memakai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dan kata nikah atau tazwij  
4. Antara ijab dan qabul bersambungan 
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
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 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15. 
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6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah 
Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon 
memepelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 
dua orang saksi. 
Dari empat rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab dan qabul 
antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud 
dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun atau 
yang mengikuti rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, 
saksi, dan ijab qabul. Akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat 
dan rukun nikah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.  
 
5. Hikmah Perkawinan 
Hikmah dari perkawinan adalah merupakan suatu bentuk upaya untuk 
membentengi diri, dalam menjalani hidup dan kehidupan sehingga terhindar dari 
hal-hal yang negatif, serta sekaligus suatu bentuk pemantapan pendewasaan karena 
adanya kesadaran akan hak dan kewajiban yang harus terbangun dalam sebuah 
rumah tangga. 
Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan 
perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan 
cinta serta penghormatan. Wanita muslimah kewajiban untuk mengerjakan tugas 
didalam rumah tetangganya seperti mengatur rumah, mandidik anak dan 
menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan 
kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun akhirawi 
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Rasulullah Saw menganjurkan kepada ummatnya yang sudah mapan untuk  
segera membentuk rumah tangga, Karena perkawinan merupakan perkara yang 
mempunyai banyak hikma, diantaranya sebagai berikut: 
a. Sebagai Kebutuhan Biologis. 
 Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya 
menuntut adanya jalan keluar. Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling 
baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluriah seks tersebut.
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b.Membentuk Keluarga Mulia.  
  Perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang 
oleh Islam sangat diperhatikan.  
Tumbuhnya naluri kebapakan dan keibuan yang saling melengkapi, tumbuh 
perasaan cinta dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak, semua itu hanya 
bisa diwujudkan melalui perkawinan. 
c. Menumbuhkan Tanggung Jawab 
 Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja, 
bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian, baik itu kepada istri dan anak yang 
merupakan bagian dari tanggun jawab kita sebagai kepala rumah tangga. 
d.Memperteguh Silaturahim. 
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  Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh 
kelanggengan, rasa cianta antara keluarga dan memperkuat hubungan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
e. Menundukkan Pandangan. 
  Islam  mendorong  untuk  segerah  menika  jika  sudah  mempunyai  
kemampuan terhadap itu karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih 
menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama
28
.  
B. Perkawinan di Bawah Umur 
Perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai salah satu perkawinan 
yang pasanganya belum memenuhi syarat atau salah satu pasanganya masih  remaja, 
atau perkawinan yang tidak tercapainya batas usia yang telah ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan. 
Dalam pengertian perkawinan, perkawinan merupakan institusi yang sakral 
dan suci di mana laki-laki  dan perempuan terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh 
untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.  Namun 
perkawinan anak di bawah umur justru berakibat sebaliknya, karena model 
perkawinan ini berpotensi mengguncang harmoni sosial, sebab banyak kasus yang 
terjadi ini mengakibatkan cacat kekerasan dan perampasan hak, perdagangan anak 
serta kejahatan lainnya..Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur 
bukanlah persoalan baru, Praktek ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku 
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yang tidak hanya masyarakat tradisionalis dan pedalaman saja namun juga di kota 
besar.  
C. Batas Umur Perkawinan 
1. Batas Umur Perkawinan dalam Undang-Undang 
Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 
menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Menurut pasal 7 
perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk 
Skemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon 
mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang 
Perkawinan No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 
tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pasal 15 ayat (2) bahwa 
Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UUP No 1 Tahun 1974. 
2. Batas Umur Perkawinan dalam Hukum Adat 
Layaknya pepatah yang menyatakan “Lain ladang lain belalang, lain lubuk 
lain ikannya, lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya”. Ini sesuai sekali 
denggan kenyataan bahwa walaupun negara telah mempunyai hukum perkawinan 
nasional sebagai aturan pokok, namun pada kenyataannya di kalangan masyarakat 
Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata cara upacara perkawinan yang beragam. 
Dan terkait dengan permasalahan perkawinan anak di bawah umur, hukum adat 
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tidak terlalu mempermasalahkannya. Sama halnya dengan Fikih Islam, batas usia 
kawin menurut hukum adat pada umumnya tidak diatur dan itu artinya hukum adat 
membolehkan perkawinan semua umur. 
Bahkan, pada masa lampau, tidak hanya perkawinan di bawah umur yang 
sering tejadi namun sering terjadi pula  praktek perkawinan yang jika dilihat dari 
kacamata persamaan hak sangat merugikan perempuan dan anak-anak. Seperti: 
1. Kawin paksa, yaitu pria dan wamita yang tidak saling mengenal dipaksa 
untuk melangsungkan perkawinan. 
2. Kawin hutang, karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, 
maka ia menyerahkan anak gadsnya sebagai bentuk pembayaran hutang 
3. Kawin selir, dimana anak gadis diserahkan kepadabangSawan atau raja untuk 
dikawini sebagai isteri slir. 
Hal ini memberikan kesimpulan, bahwa menurut hukum adat di masa lampau 
anak lelaki dan perempuan tidak berwenang untuk memnentukan pilihannya dalam 
mencari jodoh, Jodoh ditentukan oleh orang tuanya dan kerabat dan penentangan 
terhadapnya merupakan tindakan tabu. 
3. Batas Umur Perkawinan dalam Hukum Islam 
Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap 
agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu 
diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, 
Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa  agar jalur nasab tetap  
terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui 
pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari’atkan pernikahan, niscaya geneologi 
(jalur keturunan) akan semakin kabur. 
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Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. 
Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimnal Undang-undang Perkawinan, 
secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi 
dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan 
yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.  
Dalam Fikih, tidak ditemukan kaidah yang menentukan batas usia kawin. 
Fuqoha menyatakan bahwa tolak ukur melakukan kebolehan menikah adalah 
kesiapannya untuk melakukan aktivitas seksual yang dapat mengakibatkan dia 
hamil, melahirkan dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas 
(baligh) dan keadaan baligh ini tidak sama antara satu anak dengan yang lainnya, 
sehingga batas umur tersebut menjadi elastis. 
Dan Berkenaan dengan nabi SAW yang berusia 53 tahun dan menikahi 
Aisyah yang masih kanak-kanak, menurut sebagian ulama itu tidak bisa dijadikan 
dalil umum. Misalnya saja pendapat Ibn Syubramah, menurutya nilai esensial 
perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan 
dan ini tidak dapat terpenuhi pada diri anak yang belum baligh. Sehingga dalam 
menyikapi perkawinan nabi Muhammad dengan Aisyah beliau memandangnya 
sebagai hak khusus bagi nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Namun 
yang pasti adalah bahwa Islam telah memberikan keleluasaan bagi siapa saja yang 
sudah memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak menunda-
menunda. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. 
Dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan 
seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang 
pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Dalam dunia 
pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu 
kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan 
proses daripada hasil suatu aktivitas. Untuk melakukan penelitian seseorang dapat 
menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan 
dan kemampuan yang dimilikinya.  
Sebelum melakukan penelitian, hal yang terpenting yang dilakukan bagi 
penulis adalah menentukan jenis penelitian dan lokasi penelitian, yang diuraikan 
sebagai berikut; 
A. Jenis Penelitian  
Menentuksan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat 
penting. Sebab jenis penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pilihan yang tepat 
karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (Field Research) Kualitatif.  
Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisa 
fenomena, peristiwa,aktivitas, sosial,sikap,kepercayaan dan pemikiran orang secara 
individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang di gunakan untuk menemukan 
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prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.
1
yang mana 
penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah 
ditentukan. Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek 
yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyrakat maupun informasi yang lain 
terhadap pemalsuan identitas data diri anak di bawah umur dengan tujuan untuk 
mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sedangkan 
sifat penelitian ini adalah penelitian deksriftif. Metode deksriftif adalah suatu metode 
dalam meneliti status kelompok manusia suatu objek dengan tujuan membuat 
deskriptif,gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta atau fenomena yang diselidiki.  
B. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo. 
Lokasi ini dipilih oleh penulis karena didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa 
tersebut memiliki kaitan dan tujuan yang tepat bagi peneliti.  
C. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah Kualitatif Deksriftif, 
pada dasarnya metode kualitatif deksriftif merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deksriftif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau 
perilaku yang diamati.  
Berdasarkan paparan tentang penelitian kualitatif diatas, adapun pendekatan 
penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 
 
                                                          
1
 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan(Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60. 
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1. Pendekatan Yuridis 
  Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan dengan penelitian ini.  
2. Pendekatan Teologi Normatif (Syar’i) 
 Pendekatan Teologi Normatif (Syar’i)  adalah pendekatan penelitian hukum 
yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara 
satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Pendekatan ini 
lebih condong kepada pendekatan hukum-hukum suatu agama, hukum Islam pada 
khususnya yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits. 
3. Pendekatan Sosial 
  Pendekatan Sosial adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan terjun 
atau bersentuhan langsung dengan individu atau kelompok untuk menemukan fakta 
sosial yang beredar di masyarakat. 
D. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagi 
berikut: 
a. Data Primer 
Yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau 
objek yang diteliti atau data yang diperoleh, sumber data primer dapat di peroleh dari 
42 
 
informan. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan 
yang kaya warna, detail, dan komprehensif mengenai apa, siapa, dimana, kapan, 
bagimana, dan mengapa.   
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang 
dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa buku, 
jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik yang berada dalam 
situs-situs internet dan data lain yang terjadi di lapangan atau yang biasanya telah 
tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan 
demograsi suatu daerah, data mengenai produktifitas atau perguruan tinggi, data 
mengenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya.
2
 yang relevan guna 
membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.  
E. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data adalah adala metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan kartu data. 
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis, antara lain: 
1. Observasi 
Observasi adalah dimana penulis melakukan pengamatan dan pencatatan 
secara langsung di Desa Ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo. 
 
                                                          
2
 Sumadi Suryabrata,  Metodologi Penelitian (Cet: XXV: Jakarta: Rajawali Press, 2014),  h. 
39. 
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2. Wawancara (Interview) 
  Wawancara adalah dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 
beberapa tokoh masyrakat dan dengan orang-orang yang terkait secara langsung di 
Desa Ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo dengan objek penelitian yaitu untuk 
memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang  
tidak dapat diperoleh hanya dengan melalui pengamatan. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah dalam hal ini penyusun penyusun memperoleh data 
tentang suatu masalah dengan mempelajari data primer, dari dokumen-dokumen 
pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan 
lain-lain. Tehnik pengumpulan data ini merupakan cara yang dianggap penyusun 
lebih efisien untuk mendapatkan data yang valid.  
Secara detail beberapa macam documenter terbagi beberapa surat-surat 
pribadi,buku atau catatan harian,memorial,klipping dan lain-lain. Dokumentasi dalam 
pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber 
apapun, baik itu yang bersifat tulisan,lisan,gambaran atau arkeologis.
3
 
F. Istrumen Penelitian 
Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode telaah pustaka dan 
dokumentasi, maka adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data-data 
tersebut yaitu berupa alat tulis, catatan-catatan kecil dan alat-alat elektronik seperti 
laptop, notebook, dan telepon genggam. 
                                                          
 
3
Lexy J Melong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 
2007), h. 186. 
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G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Penelitian ini mendiskrifsiakan tentang studi kasus yang menggambarkan 
secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus 
yakni pemalsuan identitas data diri anak dibawah umur dalam perkawinan. Terhadap 
kasus tersebut peneliti mempelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu. 
Sedangkan analisis merupakan usaha menganalisis menguraikan dan menjabarkan 
gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, 
menetapkan hubungan antar fakta yang ditemukan di lapangan. Karena peneliti dalam 
proses penelitiannya membentuk suatu teori sendiri berdasarkan penelitiannya yang 
mendalam tentang sejumlah besar data. 
4
 
                                                          
4
  Muhammad Ari Tiro, Metode Penelitian Sosial-Keagamaan (Makassar: Andira Publisher, 
2005), h. 56.  
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BAB IV 
STUDI KASUS PEMALSUAN IDENTITAS DATA DIRI ANAK DI 
BAWAH UMUR DALAM PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI 
DESA ONGKOE KEC. BELAWA KAB. WAJO 
A. Gambaran Umum lokasi dan Objek Penelitian 
1. Letak Geografis dan Demografis 
Letak geografis Desa Ongkoe berkisar pada 46,0 KM dari ibu kota 
Kabupaten Wajo atau 5,0 KM dari ibu kota kecamatan dengan luas wilayah 31,18 
km
2
 dengan batas-batas sebagai berikut: 
- Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidrap 
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sappa 
- Sebelah timur berbatasan dengan desa leppangeng  
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap.  
Di Desa Ongkoe terdapat tiga dusun yaitu Dusun Ongkoe, Dusun 
Siduntung, dan Dusun Karame. Sarana transportasi jalan desa tergolong kurang 
memadai karena sebagian jalan masih menggunakan jalan bebatuan. Sedangkan 
jalan poros desa sudah menggunakan jalanan aspal yang menghubungkan desa 
Ongkoe dengan Kabupaten Sidrap yang kondisinya sangat parah yaitu rusak dan 
berlobang.  
Keadaan iklim di Desa Ongkoe terdiri dari musim hujan, kemarau dan 
musim pancaroba, dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan April 
sampai dengan Juni, musim kemarau antara bulan Juli sampai dengan November, 
sedangkan musim pancaroba antara bulan Oktober sampai dengan Desember. 
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Adapun desa Ongkoe di pimpin oleh Ridwan Yunus sebagai Kepala Desa dengan 
dibantu beberapa perangkat desa seperti Sekdes, Kaur dan Kadus .  
Secara Demografi Jumlah penduduk di desa Ongkoe berkisar 4.079 jiwa,  
termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya 
besar akan menjadi suatu kekuatan atau potensi pembangunan bilamana m,emiliki 
kompetensi sumber daya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dan 
perempuan hamper seimbang. 
 Dengan pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, disatu sisi 
menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat 
rendah  sehingga banyak yang keluar daerah untuk mencari pekerjaan. Apalagi 
jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan. Memang tidak selamanya pertambahan penduduk membawa dampak 
negatif, tetapi bisa juga menjadi dampak positif jika dapat diberdayakan secara 
baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan 
penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja 
setiap tahunnya. Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja dalam 
mencari pekerjaan tidak dapat terserap lapangan kerja yang tersedia khususnya 
dalam konteks hubungan kerja, karena memang daya serap dari sektor-sektor 
tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai katup pengaman harus dapat 
dikembangkan sebagai potensi atau peluang kerja terbuka luas melalui kerja 
mandiri atau wirausaha. 
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Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 1.262 Kepala Keluarga. Untuk lebih 
jelasnya disajikan dalam table 1.1: 
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki-laki 1.929 
2. Perempuan 2.150 
Jumlah                     4.079 
Sumber Profil Desa Ongkoe tahun 2015 
 
Penduduk Desa Ongkoe memiliki beragam mata pencaharian dengan 
didominasi sebagai Petani, ada pula yang bermata pencaharian sebagai Pedagang, 
PNS dan Buruh. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam table 1.2  
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Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dengan Mata pencaharian 
Sumber Kantor Desa Ongkoe tahun 2015 
Dari luas wilayah Desa Ongkoe, 70% di antaranya adalah tanaman padi 
yang kurang produktif, padahal padi merupakan salah satu sumber pendapatan 
utama bagi masyarakat Desa Ongkoe, tanaman padi telah dibudidayakan sekitar 
tahun 1990-an dan dipanen dua kali setiap tahun. Penghasilan tanaman padi 
permusim per Ha mencapai 4000 kg sampai 6000 kg dengan harga jual berkisar 
Rp. 4.500/Kg. 
Tanaman kacang hijau juga telah dibudidayakan oleh masyarakat desa 
Ongkoe, sebagai salah satu tanaman yang dapat menunjang taraf hidup 
masyarakat. Hal ini disebabkan karena sarana pengairan desa Ongkoesebagai 
kebutuhan tumbuh utama tanaman padi sangat memperihatinkan. 
 Adapun tingkat pendidikan di Desa Ongkoe menjadi hal yang masih 
sangat memprihatinkan karena masih banyaknya yang melanjutkan pendidikan 
hanya sampai tingkat SMP. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam table 1.3: 
 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 Petani 864 
2 Pedagang 182 
3 PNS 82 
4 Buruh 45 
49 
 
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dengan Tingakat Pendidikan 
Sumber Desa Ongkoe tahun 2015 
2. Data Warga yang Melakukan Pemalsuan Identitas 
 Pemalsuan Identitas data diri anak dibawah umur dalam 
perkawinan di Desa Ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo terdapat 10 0rang yaitu 
dapat disajikan dalam Tabel 2.1: 
 
 
 
 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Tidak Tamat SD 531 
2 SD 790 
3 SMP 1389 
4 SMA 1121 
5 SARJANA 211 
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Tabel 2.1 Data Warga yang melakukan Pemalsuan Identitas 
  
1. Pasangan KA dengan NU 
 Pasangan ini menikah pada tanggal 21 Juni 2009 pada saat itu usia 
perempuan pada saat itu yaitu 12 tahun sedangkan laki-laki 27 tahun, untuk 
mendapatkan kesesuain umur perempuan tersebut dipalsukan umurnya ke 17 
tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Pasangan ini dijodohkan oleh orang tuanya dengan alasan takut akan 
anaknya terkena pergaulan bebas dan sudah menjadi turun temurun keluarga 
sudah menikah saat mereka masih remaja
1
 
 
                                                          
1
 HR, Masyarakat Desa Ongkoe, Wawancara,  27 Maret 2017. 
No Pasangan yang Melakukan Pemalsuan Identitas 
1. KA dengan NU 
2. ME dengan SU 
3. RA dengan NA 
4. EV dengan SA 
5. SU dengan LA 
6. AN dengan RA 
7. EM dengan UL 
8. DI dengan WA 
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2. Pasangan ME dengan SU 
 Pasangan ini menikah pada tanggal 29 November 2010, pada saat itu usia 
perempuan yaitu 14 tahun sedangkan laki-lakinya yaitu berusia 30 tahun. Untuk 
mendapatkan kesesuain umur perempuan tersebut dipalsukan umurnya ke 17 
tahun agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Pasangan ini dijodohkan oleh kedua orang tuanya atas kemauan dari nenek 
perempuan agar segera dapat melihat cucunya menikah dan takut akan terkena 
pergaulan bebas. 
3. Pasangan RA dengan NA 
 Pasangan ini menikah pada tanggal 2 Januari 2011, pada saat itu usia 
perempuan 14 tahun sedangkan laki-laki berusia 16 tahun. Untuk mendapatkan 
kesesuain umur pasangan ini memalsukan umurnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan yang telah di terapkan. 
 Pasangan ini menikah bukan karena dijodohkan tetapi karena pasangan 
tersebut berpacaran, pasangan ini dinikahkan agar tidak terjadinya sesuatu yang 
tidak di inginkan seperti yang kian marak terjadi pada saat ini yaitu kehamilan. 
4. Pasangan EV dengan SA 
 Pasangan ini menikah pada tanggal 5 April 2010, pada saat itu usia 
perempuan yaitu 14 tahun dan laki-laki berumur 28 tahun. Untuk mendapatkan 
kesesuain umur perempuan tersebut dipalsukan umurnya ke 17 tahun sesuai 
dengan peraturan yang telah diterapkan. 
 Pasangan ini di jodohkan oleh orang tuanya dengan alasan agar usaha yang 
dijalankan orang tuanya dapat berkembang menjadi lebih baik dan sudah menjadi 
hal turun temurun pernikahan dilakukan saat anak-anak masih remaja. 
52 
 
5. Pasangan SU dengan LA 
 Pasangan ini menikah pada tanggal 12 Juli 2015, pada saat itu perempuan 
berumur 15 tahun dan laki-laki berumur 27 tahun. Untuk mendapatkan kesesuain 
umur perempuan dipalsukan umurnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
 Pasangan ini dijodohkan dengan alasan untuk meningkatkan tahap 
kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya karena keadaan ekonomi yang tidak 
memungkinkan untuk membiayai adik-adiknya. 
6. Pasangan AN dengan RA 
 Pasangan ini menikah pada tanggal 20 Juli 2014, pada saat itu perempuan 
berumur 13 tahun dan laki-laki berumur 26 tahun. Untuk dapat menikah 
perempuan dipalsukan umurnya agar mendapat kesesuain umur yang telah 
ditetapkan hukum. 
 Pasangan ini menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya karena takut 
akan terkena pergaulan bebas dan untuk meningkatkan tarap perekonomian yang 
lebih baik dari sebelumnya.
2
 
7. Pasangan EM dengan UL 
  Pasangan ini menikah pada tanggal 12 November 2010, pada saat itu 
perempuan berumur 14 tahun dan laki-laki berumur 24 tahun. Seperti halnya yang 
dilakukan oleh pasangan diatas perempuan tersebut dipalsukan umurnya untuk 
mendapatkan kesesuain umur  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  Pasangan ini menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya karena 
orang tua sang laki-laki menyukai perempuan tersebut. 
 
                                                          
2
 AD, Masyarakat Desa Ongkoe, Wawancara , 29 Maret 2017. 
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8. Pasangan DI dengan WA 
   Pasangan ini menikah pada tanggal 4 April 2009, pada saat itu perempuan 
berumur 14 tahun dan laki-laki berumur 27 tahun. Untuk mendapatkan kesesuain 
umur perempuan tersebut dipalsukan umurnya untuk mendapatkan kesesuain 
umur dalam peraturan. 
   Pasangan ini menikah karena suatu alasan yaitu karena mereka berpacaran, 
dan kedua orang tua menuruti kemauan dari anaknya agar tidak terjadi suatu 
kejadian yang tidak diinginkan. 
   Dari beberapa data pasangan diatas, batas umur mereka yang sebenarnya 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dari Perkawinan di bawah 
umur dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah 
melangsungkannya. Dampak dari perkawinan di bawah umur antara lain adalah 
terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekcokan, apabila hal itu sering terjadi 
maka dapat menimbulkan masalah perceraian.  
   Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah 
tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin 
dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur berdampak kurang baik 
bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan 
perkawinan di bawah umur di Desa Ongkoe dapat mempertahankan dan 
memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri 
yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa.  
   Perkawinan merupakan hal penting, karena dengan perkawinan seseorang 
akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun 
secara sosial, dengan melangsungkan perkawinan maka kebutuhan biologisnya 
terpenuhi. Sementara secara mental atau rohani mereka yang telah menikah dalam 
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usia matang lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya. 
Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung 
jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala 
beban yang timbul akibat perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, 
pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan 
yang baik.  
   Tujuan perkawinan yang lain yaitu mendapatkan keturunan yang baik, 
dengan perkawinan yang terlalu muda sangat sulit memperoleh keturunan yang 
baik, karena kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, 
ibu yang telah dewasa secara psikologis secara umum akan lebih terkendali emosi 
maupun tindakannya bila dibanding dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi 
aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang 
masih berusia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti 
keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat 
keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Sifat-sifat keremajaan tersebut antara 
lain seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang 
dalam menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, belum mempunyai 
pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, serta belum memahami 
dan mengerti bagaimana mengurus dan mendidik anak yang baik, akan sangat 
mempengaruhi perkembangan psikososial anak. 
   Dari keterangan di atas dapat disimpulkan  bahwa perkawinan di bawah 
umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah 
perkawinan yang suskes tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang 
matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan 
dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu 
perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab 
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itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan 
menikah. 
B. Pandangan Masyarakat terhadap Pemalsuan Data Diri Anak di Bawah 
Umur dalam Perkawinan 
Dalam suatu kejadian atau permasalahan yang mendera suatu Desa, hal 
yang paling berpengaruh adalah pandangan masyarakat, adapun pandangan 
masyarakat terhadap permasalahan pemalsuan identitas yang terjadi di Desa 
Ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo dapat dilihat dari tinggi rendahnya sebuah 
pendidikan. Karena perbedaan dari pola pikir orang yang memiliki pendidikan dan 
yang tidak mengenyam pendidikan terhadap sebuah permasalahan tersebut. 
Dalam kalangan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan yang baik, 
menganggap bahwa perkawinan dibawah umur tersebut adalah hal yang lumrah 
karena pengetahuan mereka yang kurang memadai tentang perkawinan yang ideal 
untuk kawin. 
Sedangkan “dalam kalangan masyarakat yang mengenyam pendidikan 
dengan baik menganggap bahwa perkawinan tersebut sangat disayangkan karena 
rata-rata anak yang menikah dibawah umur jika diliat dari tahun ketahun hanya 
akan berdampak pada perceraian dan sangat jarang yang akan bertahan dengan 
pasangannya”.3 
Menurut Imam Desa Ongkoe saat dilakukan wawancara mengatakan 
bahwa “ketika ada seorang orang tua meminta rekomendasi bagaimanakah cara 
untuk melangsungkan sebuah perkawinan bagi anak yang masih dibawah umur, 
maka saya sebagai imam desa lebih merekomendasikan mereka agar langsung ke 
KUA untuk lebih lanjutnya mengenai pertanyaan yang di sampaikan kepada saya. 
                                                          
3
 Muhammad, Masyarakat Desa Ongkoe, Wawancara ,  28 Maret 2017. 
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Kemudian imam desa mengatakan bahwa saya tidak akan mengawinkan anak 
tersebut tanpa sepengatahuan dari KUA, baik itu rekomendasi atau surat 
pernyataan dari KUA karena hasil akhir yang akan Ibu atau Bapak dapat adalah 
dengan jalan Dispensasi Kawin. Maka dari itu saya sebagai imam desa tidak 
berani untuk memutuskan hal tersebut karena akan berdampak dikemudian hari 
jika saya mengawinkan anak Ibu atau Bapak”.4 
C. Latar Belakang Terjadinya Pemalsuan Identitas Data Diri Anak di Bawah 
     Umur dalam Perkawinan 
 Latar belakang terjadinya pemalsuan identitas data diri anak dibawah umur 
dalam perkawinan karena dua faktor yaitu: 
1. Faktor Internal 
a. Faktor Budaya 
 Budaya merupakan hal yang masih melekat kepada lapisan masyarakat 
yang menjadikannya turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini, di 
masyarakat masih sangat melekat tentang budaya. Hal ini ditandai masih 
melekatnya budaya perkawinan terhadap anak yang masih dibawah umur, dan 
ketidaktahuan akan batasan usia ideal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. 
b. Faktor Kekhawatiran Orang Tua 
 Kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang beranjak dewasa menjadi 
salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, karena dewasa ini zaman 
globalisasi semakin maju dengan teknologi yang sangat memadai membuat para 
orang tua khawatir akan anaknya terjerat pergaulan bebas dan terjadi sesuatu hal 
yang tidak diinginkan. 
 
 
                                                          
4
 H. Makmur, Imam Desa Ongkoe, Wawancara, 1 April 2017. 
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c. Faktor Perjodohan 
 Perjodohan terjadi karena keinginan para orang tua yang sudah lama saling 
mengenal untuk mempererat tali persaudaraan dan silatuhrahmi antar sesama 
menjadikannya alasan untuk mengawinkan anak mereka, meskipun anak tersebut 
tidak saling mengenal satu sama lain karena keinginan orang tua sehingga sebuah 
perkawinan terjadi meskipun mereka tidak saling mengenal. 
2. Faktor Eksternal 
a. Faktor Kurangnya Kesadaran terhadap Tingkat Pendidikan 
 Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan 
masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengawinkan anaknya 
yang masih di bawah umur. Hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat 
berpengaruh karena pendidikan dan pengetahuan yang tidak mereka dapatkan 
menjadi imbas bagi anak-anak mereka yang dikawinkan di bawah umur. 
 Para orang tua terkadang tidak mengetahui dampak dikemudian hari dari 
apa yang telah mereka lakukan baik itu yang berdampak hukum, kesehatan, dan 
Psikis bagi anak dibawah umur dalam melaksanakan suatu perkawinan.   
 Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada 
juga yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali (buta huruf), dengan 
mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-
anaknya. Karena terkadang orang tua kurang mengerti ataupun memahami tentang 
sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau 
tidak mengenyam pendidikan  sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak 
yang sudah beranjak remaja (besar) tersebut sudah siap secara fisik dan mental 
sehingga para orang tua berfikir sudah waktunya untuk melangsungkan sebuah 
perkawinan. 
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 Begitupun dengan anak dibawah umur yang dikawinkan tak jarang mereka 
hanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Dasar atau tidak sampai 
selesai  dibangku SMP, sehingga motivasi mereka untuk belajar dan mencari ilmu 
pengetahuan terputus ditengah jalan. Hal itu tidak dipahami oleh kebanyakan 
orang tua tentang arti penting dari sebuah pendidikan. 
 Kebanyakan pula dari anak-anak yang telah menikah diusia muda tidak 
mengerti atau paham bagaimana cara membina rumah tangga yang baik yang 
sesuai dengan tujuan perkaiwnan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 
1974 yaitu membentu keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa.  Untuk itu sebuah perkawinan dapat dikatakan sesuai kriteria 
apabila pasangan tersebut paham tentang apa yang akan mereka jalani dalam 
sebuah kehidupan rumah tangga nantinya. Karena perkawinan bukan jalan satu-
satunya untuk melanjutkan kehidupan mereka tetapi dengan pendidikan, 
pengetahuan dan pengalaman yang luas yang dapat membawa mereka ke masa 
depan yang akan datang menjadi lebih baik. 
 Kebanyakan para anak yaitu sebagai korban perkawinan di bawah umur 
yang tertera pada tabel diatas tidak dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang 
yang lebih tinggi dan menjadi orang tua muda ketika teman sebayahnya telah 
mengenyam pendidikan lebih baik, dan  yang tidak kalah ironinya ketika sebagian 
anak tersebut bercerai pada saat usia perkawinan mereka masih seumur jagung 
karena beban dan tanggung jawab yang mereka jalani sangat berat. Terlebih lagi 
ketika anak-anak yang belum mengalami masa pubertas terpikirkan tentang hidup 
berumah tangga dan permasalahannya yang belum bisa anak tersebut hadapi, akan 
membuat hati mereka bergejolak untuk keluar dari lingkaran rumah tangga 
tersebut . 
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b. Faktor Kurangnya Sosialisasi dari KUA   
 Pemahaman tentang pentingnya sebuah perkawinan tak dimengerti oleh 
sebagian orang tua sebagai wejangan untuk dirinya dan anaknya, apalagi 
pemahaman tentang akan arti penting dan dampak perkawinan dibawah umur 
yang akan berakibat fatal dikemudian hari. 
 Bagi sebagian masyarakat pedesaan terkhususnya di Desa Ongkoe, tidak 
mengetahui bahwa ketika seorang anak yang belum matang secara fisik, mental, 
dan umur, terlebih lagi pada kesehatan reproduksi anak akan menyebabkan suatu 
masalah-masalah kesehatan nantinya. 
 Pendapat pakar di bidang medis Dokter Specialis Obstetri dan Ginekologi 
dr.Derajat Mucharram Sastrawikarta.Sp.Og menyatakan bahwa, pernikahan 
dengan anak perempuan yang berusia antara 9 sampai dengan 12 tahun sangat 
tidak lazim, di karenakan kematangan Fisik seorang anak tidak sama dengan 
kematangan Psikologinya, sehingga walaupun anak tersebut telah Menstruasi, 
secara mental ia belum siap untuk dapat berhubungan seksual, kehamilan pun 
dapat saja terjadi pada anak berusia 12 tahun tetapi selai psikologinya belum siap, 
kemungkinan lain akan mempengaruhi janin yang di kandungnya, posisi bayi 
tidak akan lurus di perut ibunya, selain itu sel telur yang di miliki anak-anak 
belum matang sepenuhnya, serta belum dapat di katakana berkwalitas yang di 
khawatirkan dapat menimbulkan kelainan kromosom pada bayi yang akan 
berakibat ketidak normalan fisik bayi. Banyaknya hal-hal yang merugikan yang 
akan timbul dari pernikahan seorang yang masih di bawah umur manjadi 
pertimbangan yang harus di perhatikan oleh masyarakat.
5
 
                                                          
 
5
 https://pitahitam.wordpress.com/2009/06/11/analisis-kasus-syekh-puji-di-pandang-dari-
hukum-perlindungan-anak/ Di akses pada tanggal 24 April 2017 
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 Untuk itulah peran dari staf-staf di KUA sangat dibutuhkan, untuk 
melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkhususnya di Desa Ongkoe 
sebagai suatu pemahaman akan dampak bagi perkawinan anak dibawah umur dan 
mengsosialisasilan perkawinan yang ideal dan umur yang dikatakan matang untuk 
menikah. 
 Karena dari yang peneliti lihat, kurangnya pengsosialisasian dari KUA 
kepada masyarakat, membuat masyarakat tidak mengerti dan paham akan arti dari 
sebuah perkawinan terlebih lagi tentang perkawinan dibawah umur. 
 Di Sulawesi Selatan terkhususnya di Kabupaten Wajo meraih tingkat 
pertama dengan tingkat perceraian terbanyak, dengan disandangkannya predikat 
tersebut saya sebagai seorang peneliti sekaligus masyarakat sangat perihatin 
terhadap hal tersebut. peneliti menilai bahwa seharusnya ada usulan untuk 
melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang perkawinan atau sosialisasi 
tentang makna dari perkawinan dibawah umur agar hal tersebut dapat mengurangi 
atau setidaknya mengantisipasi maraknya tingkat perceraian di Kab. Wajo dan 
terkhususnya di Desa Ongkoe pada kalangan usia muda. 
c. Faktor Pengurus (Calo) 
 Dalam melakukan suatu kepengurusan berkas seperti Pengurusan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain, di Desa Ongkoe ada 
yang namanya Pengurus  atau disebut Calo. Karena sebagian masyarakat Desa 
Ongkoe tidak begitu mengerti tentang bagaimana cara mengurus sebuah berkas 
seperti KTP dan KK, apalagi jarak ke ibu Kota Wajo yang cukup jauh dengan 
jarak 46,0 KM atau ditempuh dengan 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan 
ditambah dengan kondisi jalan yang parah dan berlubang membuat sebagian 
masyarakat terkhususnya di Desa Ongkoe lebih memilih jalan pintas yaitu 
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memberikan kepada seorang Calo yang pekerjaannya adalah mengurus berkas 
seperti KTP dan KK.  
 Pemalsuan identitas dalam hal ini adalah umur dalam KTP sangat mudah 
dilakukan bagi masyarakat Desa Ongkoe karena hanya diberikan kepada Pengurus 
atau Calo untuk diuruskan dengan jalan hal tersebut dirahasiakan agar tidak 
memiliki akibat hukum dikemudian hari karena akan berdampak bagi yang 
mengurus dan yang diuruskan, Calo tersebut kemudian melakukan aksinya karena 
mempunyai kenalan di Kantor Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil (Dukcapil). 
 Hal ini banyak dilakukan bagi mereka yang akan melakukan pemalsuan 
atau mengubah umur untuk melakukan perkawinan dibawah umur, karena 
menganggap bahwa jalan mereka untuk kawin tanpa mengubah umur sangat sulit 
dilakukan karena tak akan mungkin diberikan izin dari pihak Imam Desa ataupun 
dari KUA kecuali Dispensasi Kawin. Karena para orang tua tak ingin merasa 
susah untuk ke Pengadilan apalagi masalah biaya untuk berpengadilan tidak 
murah menjadi alasan mereka untuk memberikannya kepada Calo. 
d. Faktor Ekonomi 
 “Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya 
memiliki masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia 
adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan 
alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas”6.  
 Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat memiliki pengaruh terhadap 
berbagai lapisan masyarakat, karena mata pencaharian di Desa Ongkoe beragam 
mulai dari Petani, Pedagang, PS dan Buruh akan tetapi yang dominan adalah 
                                                          
6
 https://id.m.wikibooks.org Diakses  pada tanggal 26 April 2017. 
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Petani dengan lahan yang kurang produktif. Padahal hal tersebut merupakan mata 
pencaharian utama di Desa Ongkoe.  
 Dengan perekonomian yang tidak menentu membuat masyarakat Desa 
Ongkoe mengawinkan anaknya yang dibawah umur dengan cara memalsukan 
umur dalam kartu tanda penduduk (KTP) agar biaya yang keluar tidak terlalu 
banyak.  
 Jadi, yang peneliti dapat lihat bahwa sifat apatis dan proses yang ingin 
cepat selesai  membuat para orang tua memilih jalan singkat karena tak ingin 
terganggu dengan hal tersebut apalagi jika dilihat bahwa rata-rata seorang 
pedagang tidak alan meninggalkan dagangannya dengan sesuatu yang tidak 
memiliki nilai rupiah. 
D. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas 
 Pemalsuan identitas (umur) dalam perkawinan yang jelas merupakan suatu 
pelanggaran hukum tentu menimbulkan dampak yang merugikan, meskipun sudah 
dilarang tetapi masih saja ada pelaku-pelaku yang melakukan pemalsuan umur 
tesebut. Tetapi orang yang melakukan tersebut tak jarang mengetahui akan 
dampak yang ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan. 
 Salah satu syarat perkawinan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak 
pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Penetapan batas-batas umur untuk sebuah 
perkawinan dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya. 
Untuk itu seorang calon suami dan calon istri harus dapat menunjukkan kebenaran 
umur pada saat akan dilangsungkan perkawinan.  
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Apabila calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun maka harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 
(2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. maka undang-
undang perkawinan tersebut telah dilanggar dan dipandang dari UU No 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak, Hal tersebut dapat di lihat dalam Pasal 1 ayat 1 
UU No 23 tahun 2002 yang berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 
18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” telah sangat jelas di 
sebutkan batasan umur dari seorang yang belum di nyatakan dewasa, dan masih di 
pandang sebagai Anak, yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun, sesuai dengan 
yang di tetapkan dalam UU ini. Di dalam pasal 4 di sebutkan bahwa : “setiap anak 
berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” hal ini adalah dasar, bagaimana 
hak seorang anak harus di utamakan sesuai dengan porsinya tanpa di halangi 
dengan hal apapun. Pernikahan yang di langsungkan terhadap seorang anak, akan 
membatasi gerak anak tersebut, yang di sebabkan adanya ikatan perkawinan, 
walaupun pihak suami tidak membatasi pergerakan anak yang telah di nikahinya 
label yang telah tertanam di mata teman-teman sebaya anak tersebut akan di cap 
berbeda, yang akan berakibat timbulnya diskriminasi antar teman 
sepermainannya, hal inilah yang seharusnya dapat di hindari agar perkawinan di 
bawah umur tidak terjadi tanpa pertimbangan. 
Kewajiban warga masyarakat serta orang tua terhadap anak-anak 
dinyatakan secara tegas di dalam pasal 20 UU ini yang berbunyi “Negara, 
Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, berkewajiban dan bertanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” pernyataan yang tegas 
tertulis dalam pasal tersebut pada kenyataanya dalam kasus ini tidak dapat di 
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jalankan, warga masyarakat yang mengikuti jalanya perkawinan serta di jadikan 
saksi, penghulu yang bertindak sebagai orang yang mengesahkan perkawinan, 
serta orang tua dari anak-anak di bawah umur tersebut, juga pemerintah setempat 
tidak dapat mencegah lahirnya perkawinan anak di bawah umur, di sini sangat 
terlihat bagaimana pihak-pihak yang seharusnya berperan untuk menjunjung 
tinggi hak Anak telah lalai menjalankan kewajibanya sebagai warga masyarakat 
yang baik. 
porsinya sebagai orang tua telah melalaikan kewajibanya. Kelalaian yang 
di lakukan oleh orang tua akan mengakibatkan hukum melakukan tindakan 
sebagaimana yang di nyatakan dalam pasal 26 dan pasal 30 ayat 1 yang 
menyatakan : Pasal 26 : “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a. Memelihara, Mendidik dan Melindungi Anaknya. 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minat serta 
kemampuanya 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak Dan jika kewajiban 
Orang Tua yang di sebutkan dalam pasal 26 tersebut di langgar maka : 
Di sebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 : “ dalam hal orang tua sebagaimana di 
sebutkan dalam pasal 26 melalaikan kewajibanya terhadapnya dapat di 
lakukan tindakan pengawasan / kuasa asuh orang tua dapat di cabut” 
Tindakan yang di sebutkan dalam pasa 30 ayat 1 tersebut sangat di sayangkan 
tidak dapat terjadi secara otomatis, harus melalui penetapan pengadilan yang 
sebelumnya harus di ajukan permohonan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 
30 ayat 2 dan pasal 31 ayat 1. Permohonan tersebut hanya dapat di ajukan 
oleh : 
1. Salah satu orang tua 
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2. Sodara kandung 
3. Atau keluarga sampai derajat ke tiga, Walaupun pengajuan permohonan 
hanya dapat di lakukan oleh pihak yang telah di sebutkan di atas masih 
dapat di adakanya dispensasi apabila pihak di atas tidak dapat atau tidak 
mau menjalankan fungsinya dispensasi tersebut di atur dalam pasal 31 
ayat 3 UU ini yang berbunyi : “Apabila para pihak yang telah di sebutkan 
pada ayat 1 tidak dapat menjalankan Fungsinya, maka dapat di ajukan 
oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang memiliki 
kewenangan untuk itu” pengaturan beberapa pasal di atas serta 
keringananya bertujuan agar orang tua yang seharusnya menjadi 
pengasuh yang baik untuk anaknya tidak melalaikan tanggung jawabnya. 
Kewajiban dan tanggung jawab yang telah di uraikan di atas bukan saja 
aturan yang tanpa sanksi yang tegas. sebagai pihak utama yang melanggar 
ketentuan dalam UU Perlindungan anak dapat pula di kenakan sanksi 
yang di atur dalam pasal 77 A UU ini yang berbunyi “setiap orang yang 
dengan sengaja melakukan tindakan Diskriminasi terhadap anak yang 
mengakibatkan seorang anak mengalami kerugian baik materil maupun 
moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dapat di penjara paling lama 
lima tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000. 
7
 dan dalam 
Kitab Undang_undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 269 ayat 1 
yang berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 
keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau 
keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya 
                                                          
 
7
 https://pitahitam.wordpress.com/2009/06/11/analisis-kasus-syekh-puji-di-pandang-dari-
hukum-perlindungan-anak/ Di akses pada tanggal 24 April 2017 
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menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan diancam dengan pidana 
paling lama satu tahun empat bulan penjara”8 
Dalam hukum Islam juga terdapat unsur pidana Islam yang biasannya 
dikenal dengan fiqih jinayah, Islam pun juga mengatur hukuman bagi muslim 
yang telah melanggar aturan dan dikenakan sanksi sesuai yang tertera dalam Al-
Qur’an dan Hadits. Suatu perbuatan dianggap Jarimah (dosa atau kesalahan) 
karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, 
kepercayaan, agamanya, harta benda, nama baikny, serta pada umunya 
merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.  
Sedangkan disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang 
tersebut adalah untuk mencegah manusia agar ia tidak melakukannya, karena 
suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik, apabila 
tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman itu sendiri adalah 
suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan 
yang nyata bagi masyarakat. 
Sebaliknya suatu jarimah kadang-kadang membawa keuntungan, akan 
tetapi keuntungan itu tidak menjadi pertimbangan syara dan oleh karenanya 
syara’ melarangnya. Karen dari segi kerugiannya itulah yang diutamakan dalam 
pertimbangan yang membawa kerugian besar bagi individu dan masyarakat. 
Jarimah dari segi berat dan ringanya hukuman terdapat tiga bagian yaitu  
 
 
 
                                                          
8
 Gerry Muhamad Rizki , KUHP& KUHAP (Permata Press, 2008), h. 94.  
67 
 
1. Jarimah Hudud 
Jarimah Hudud  adalah jarimah yang di ancam dengan hukum had 
yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak allah 
(Hak masyarakat) 
2.  Jarimah Qishash  
Jarimah Qishash adalah jarimah yang diancam dengan hukum 
qishas yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak 
manusia atau individu  
3. Jarimah Ta’zir 
Jarimah Ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukum ta’zir 
yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum 
ditentukan oleh syara’ melainkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa) 
baik dari penentuannya dan pelaksanaannya. 
Jadi, dalam Islam akibat hukum dari pemalsuan identitas data diri anak di 
bawah umur dalam perkawinan dihukum dengan Jarimah Ta’zir yang diberikan 
oleh ulil amri (penguasa). Karena dalam Al-qur’an dan Hadits belum ada yang 
membahas secara detail akibat hukum dari pemalsuan identitas tersebut. 
Syariat Islam sama pendirinya dengan hukum positif dalam menetapkan 
jarimah atau tindak pidana dan hukumanya, karena jika dilihat dari segi 
tujuannya baik hukum pidana Islam maupun Positifk keduanya sama-sama 
bertujuan mmelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin 
kelangsungan hidupnya. 
Adapun perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif yaitu: 
“Hukum islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak  dan budi pekerti 
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yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk 
menegakkan masyarakat. Oleh karenanya setiap perbuatan yang bertentangan 
dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman sedangkan dalam 
hukum pidana positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan 
dengan akhlak dan budi pekerti tidak dianggap dengan sebagai tindak pidana 
kecuali perbuatan tersebut membawa kerugian langsung  bagi perseorangan atau 
ketentraman masyarakat. Dan dalam Undang-Undang (hukum positif) adalah 
produk manusia  sedangkan dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan 
Hadits” 9. Tetapi tetap saja bahwa hukum pidana Islam dan hukum positif 
memiliki kesinambungan dalam hukuman yaitu sama-sama menghukum manusia 
atau masyarakat yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana. 
E. Solusi Agar tidak Terjadinya Pemalsuan Identitas pada Anak di Bawah  
Umur dalam Perkawinan 
Adapun solusi agar tidak terjadi lagi sebuah pemalsuan identitas pada anak 
dibawah umur dalam perkawinan yaitu: 
1. Tumbunya kesadaran tinggi para orang tua terhadap masa depan anaknya yang 
lebih baik yaitu sebuah pendidikan yang layak karena rata-rata yang sudah 
kawin tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena 
perkawinan bukanlah jalan satu-satunya untuk meraih masa depan anak yang 
lebih baik. 
2. Agar kesadaran masyarakat tumbuh perlu adanya  pengsosialisasi dari KUA 
terhadap dampak perkawinan dibawah umur karena dari yang peneliti dengar 
bahwa sosialisasi dari KUA sangatlah jarang dilakukan ada kalanya hanya 
                                                          
9
 Ahmad Wardi  Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Cet.I; 
Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 15. 
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terjadi 5 tahun sekali diadakannya pengsosialisasian apalagi belum tentu hal 
yang disosialisasikan tersebut adalah mengenai perkawinan di bawah umur, 
maka dari itu peranan dari KUA sangatlah dibutuhkan agar bermanfaat bagi 
masyarakat. Serta perlunya pemahaman kepada masyarakat akan dampak dari 
pemalsuan identitas tersebut  apabila diketahui oleh pihak yang berwenang 
dalam hal ini adalah polisi dan orang yang merasa dirugikan. 
 
70 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan identitats data diri anak 
dibawah umur dalam perkawinan ada dua Faktor yaitu: Faktor Internal dan 
Faktor Eksternal, dalam faktor internal yaitu meliputi budaya, kekhawatiran 
orang tua dan perjodohan sedangkan dalam faktor Eksternal yaitu meliputi  
kurangnya kesadaran terhadap tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi dari 
KUA, Pengurus (Calo), dan Ekonomi. 
2. Pandangan masyarakat terhadap pemalsuan identitas tersebut dapat dilihat 
oleh dua indikator yaitu: 
a. Dalam masyarakat yang mengenyam pendidikan dengan baik akan 
menganggap bahwa perkawinan di bawah umur tersebut akan 
memiliki dampak pada kesehatan anak tersebut dan rata-rata 
mengetahui usia ideal bagi anak untuk kawin. 
b. Dalam masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dengan baik 
tidak mengetahui dengan baik usia ideal untuk kawin dan dampak 
yang ditimbulkan bagi kesehatan anak tersebut, karena beberapa dari 
masyarakat yang tidak mengetahuinya hanya melihat ankanya yang 
sudah beranjak remaja dan siap untuk dikawinkan. 
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3. Akibat hukum dari pemalsuan identitas data diri anak dibawah umur telah 
melanggar undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak 
UU No 23 tahun 2002 dan dikenakan sanksi sebagaimana undang-undang 
yang telah dilanggar dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau denda 
paling banyak Rp100.000.000. dan dalam KUHP telah melanggar pasal 269 
ayat 1 dengan sanksi satu tahun empat bulan penjara dan dalam hukum Islam 
dikenakan hukuman yaitu Jarimah Ta’zir yaitu hukuman yang belum diatur 
Al-Qur’an dan Hadits dan diberikan kepada Ulil Amri ( penguasa). 
4. Solusi agar tidak terjadinya pemalsuan identitas data anak di bawah umur 
dalam perkawinan yaitu perlu adanya kesadaran tinggi dari masyarakat atau 
para orang tua terhadap masa depan anaknya dan adanya pengsosialisasian 
dari KUA. 
B. Implikasi Penelitian 
  Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa: 
1. Dalam praktek pemalsuan identitas data diri anak dibawah umur perkawinan 
menjadi perhatian bagi pemerintah terkhususnya bagi KUA dalam menerima 
data calon mempelai 
2. Perlunya sosialisasi hukum dari pihak KUA kepada masyarakat setempat 
tentang perkawinan di bawah umur dan usia kawin yang ideal serta bagaimana 
dampak yang akan ditimbulkan dari pemalsuan identitas tersebut karena 
sebagian masyarakat tidak mengetahui tata cara atau atura-aturan dalam 
mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. 
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